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KATA PENGANTAR
Dengan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,sehingga kami akhirnya dengan dapat menyelesaikan ”Perubahan RencanaStrategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak danSosial Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini”. Perubahan Renstra ini disusunsebagai Pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak danSosial Kabupaten Malinau 2017-2021 dalam mewujudkan Visi dan Misi sertatujuan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anakdan Sosial serta menjadi tolak ukur dan pedoman dalam menyusun RencanaKerja (Renja) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan SosialKabupaten Malinau.Perubahan Renstra ini secara garis besar berisi tentang Isu Strategis, Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Indikatifserta Pendanaan indikatif dari Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anakdan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021.Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anakdan Sosial Kabupaten Malinau disusun secara partisipatif yang melibatkanberbagai unsur termasuk stakeholder yang ada di Kabupaten Malinau.Penyusunan Perubahan Renstra dimulai dari Penyusunan Draf Renstra yangdisusun oleh Tim Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan SosialKabupaten Malinau berbagai komponen masyarakat makin menguatkan isiPerubahan Renstra ini. Pembahasan selanjutnya dilakukan oleh Tim Kerja DinasPemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten MalinauAkhirnya dengan segala Puji dan Syukur kami bias mewujudkan PerubahanRenstra yang akan menjadi pedoman kami dalam bekerja.Kami sadar bahwa penyusunan Perubahan Renstra ini telah melibatkanbanyak pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengucapkanterimakasih yang tidak terhingga kepada Bupati Malinau yang telah mendorongkami sebagai Dinas baru untuk segera berbenah dan melaju dengan rancanganyang matang. Terima Kasih pula kami sampaikan kepada Sekretaris DaerahKabupaten Malinau yang telah memberi motivasi kepada kami untuk bekerjakeras dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan membukakesempatan untuk mengarusutamakan gender pada PD dilingkungan KabupatenMalinau,  kepada Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau kami juga
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Mengucapkan terimakasih atas koreksi yang diberikan sehingga makinmembuka kesempatan kami untuk terus mengembangkan Dinas ini melaluistrategi Pengarusutamaan Gender (PUG).Akhirnya kami berharap Perubahan Renstra ini akan benar-benar dapatdiimplementasikan selama masa priode penyusunannya dan akan kamiterjemahkan melalui Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan PerempuanPerlindungan Anak dan Sosial setiap tahunnya. Serta Dukungan dari seluruhjajaran pemerintah Kabupaten Malinau.
Malinau, 27 September 2018Dinas Pemberdayaan PerempuanPerlindungan Anak dan SosialKepala Dinas

SOFYAN, S.Pd.,M.Si
Pembina TK.I / IVc

NIP. 19640109 199403 1 006
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Malinau telah menyusun RPJMD Tahun

2016 – 2021 Sejalan dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004

Setiap SKPD menyusun Perubahan Rencana Strategis  Sesuai amanat

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah.

Perubahan Renstra SKPD menurut Undang – Undang Nomor 25

Tahun 2004 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk

Jangka waktu Lima (5) Tahun. Dokumen ini berisi langkah – langkah

Strategis yang dilakukan Perangkat Daerah dalam Perencanaan Strategis

mengandung Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan

Kegiatan dan Fungsi SKPD selama 5 (Lima) Tahun kedepan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

adalah penggabungan 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian

Sosial. Masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap

anak sangat menjadi perhatian bagi semua pihak demikian juga dengan

masalah sosial yang kompleks dengan pewujudan kesejahteraan

masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius mengingat

pembangunan yang menyangkut kesejahteraan guna mengentaskan

kemiskinan ini sangat diperlukan kerja sama seluruh pihak dan ini juga

ditopang model pembangunan GERDEMA (Gerakan Desa Membangun).

Perencanaan Kabupaten Malinau yang terkonsentrasi pada pembangunan

harus dapat dirasakan langsung terutama di desa-desa yang selama ini

kurang mendapat penanganan, penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS). Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut pemerintahan

Kabupaten Malinau telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan visi
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TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA,

MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN (GERDEMA).

Untuk mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau

Tahun 2016-2021 maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan Sosial menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

2016-2021.

Perencanaan Strategi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan Sosial Kabupaten Malinau menggambarkan bagaimana setiap

isu strategis akan dipecahkan.

RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi acuan bagi seluruh SKPD

untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

untuk mendukung mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Malinau periode

Tahun 2016 - 2021.  Sehubungan dengan hal tersebut maka Perubahan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial

yang sebelumnya tersusun dengan periode Tahun 2011-2015 perlu

dilakukan reviu dan revisi dan disempurnakan dengan mengacu pada

RPJMD Kabupaten Malinau- Tahun 2016 - 2021.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5

(lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman

pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Perubahan

Renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra

Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;

(3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4)

penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan

dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun

Kabupaten. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja

perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Perubahan

Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat

daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
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Peraturan bupati Kabupaten Malinau tentang Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah, RPJMD tahun 2016-2021, dan memperhatikan

Renstra Kementerian PPPA, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau, dan Hasil

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah

Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat

Daerah Kabupaten Malinau

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang

sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam
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penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap

tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat

Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan

pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Perangkat Daerah.

Dengan Perencanaan Strategik diharapkan Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau memiliki arah

kebijakan yang jelas dalam menunjang efektifitas Organisasi Pemerintah

Daerah, mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau sebagaimana

tertuang pada Peraturan Daerah Kab. Malinau Kabupaten MalinauNomor

04 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kab. Malinau dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renstra Kabupaten

Malinau 2017- 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-UndangNo. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 1169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3890);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah di ubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun Republik

Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5239);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887).

8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Malinau(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor

5);
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10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah

untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja,

permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai

dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Sosial yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam

mendukung Visi dan Misi kepala daerah

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan

pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan

dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu

lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan Sosial Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
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BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

Menguraikan Perkembangan Pembangunan Sektor/Bidang

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Capaian

Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Sosial Serta Tantangan dan Peluang

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN

SOSIAL

Menguraikan Tentang Struktur Organisasi. Susunan

Kepegawaian dan Tugas Pokok dan Fungsi, Menguraikan tentang

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra PPPA dan

Dinas PPPA Propinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. gambaran pelayanan perangkat Daerah

2. sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian

3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat

PPPA

4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah
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BAB IV. TUJUAN dan SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial

Kab.Malinau.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP yang berisi tentang kaidah pelaksanaan dan transisi



Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial

9

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

2.1. Tugas, Fungsi  dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati  Malinau Nomor 43 Tahun2016

Pasal 92 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah,Tugas Pokok dari Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau adalah

membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial serta penilaian atas

pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan

Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 93 tersebut, maka Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial melaksanakan

fungsi, sebagai berikut:1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Sosial sesuai dengan rencana strategis yang

telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan

pengendalian kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Sosial.3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian

teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Sosial.4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya

2.2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kab.

Malinau adalah salah satu lembaga baru yang dibentuk Pemerintah Kab.

Malinau dengan mengacu pada Perda Kabupaten Malinau Nomor 04

Tahun 2016 Secara Struktur Organisasi Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau terdiri dari  seorang
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Kepala Dinas (Eselon IIb), Sekretaris (Eselon IIIa), dan  Tiga (3) Bidang

(Eselon IIIb) Masing-Masing membawahi beberapa Pejabat setingkat

Eselon IVa.

Untuk melaksanakan tiga urusan kewenangannya

berdasarkanUndang-Undang Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Pemerintahan Daerah, Yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan, Urusan

Perlindungan Anak dan Urusan Sosial, maka Susunan Organisasi Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten

Malinau, Sebagai Berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang yang

membawahi ;

a. Subbagian Keuangan;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Subbagian Penyusunan Program.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana yang

membawahi;

a. Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pelembagaan PUG Bidang

Politik dan Hukum.

b. Seksi Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;

c. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak.

4. Bidang Perlindungan Anak sebagaimana merupakan unsur pelaksana

yang membawahi;

a. Seksi Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak;

b. Seksi Tindak Kekerasan Anak, Hak Sipil dan Partisipasi;

c. Seksi Masalah Hukum dan Sosial Anak.

5. Bidang Sosial sebagaimana merupakan unsur pelaksana yang

membawahi;

a. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial;

b. Seksi Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial;

c. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.
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2.2.1 Sumberdaya Perangkat Daerah

Ketersediaan sumberdaya organisasi berupa sumberdaya

aparatur, sumberdaya sarana dan prasarana, dan sumberdaya

pembiayaan sangat berperan sangat penting mendukung keberhasilan

pencapaian tujuan organisasi. Eksistensi organisasi Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Sosialhingga pada saat ini masih

kekurangan Sumber Daya Manusia walaupun masih dihadapkan pada

serba keterbatasan sumberdaya tersebut,  namun yang lebih penting

adalah bagaimana menggunakan strategi manajemen yang tepat untuk

dapat mengelola sumberdaya yang terbatas sekalipun sehingga bisa

berfungsi efektif dan efisien.

Memasuki Tahun Pertama usia Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Sosial, berdasarkan kondisi hasil  pelaksanaan

anggaran Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial tahun

2017 Awal terbentuknya Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Sosial sebagai Perangkat Daerah

berdasarkanNomenklatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kemudian Peraturan Bupati Malinau Nomor 43Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Daerah,dan sesuai perkembangan terakhir

dengan adanya mutasi jabatan struktural pada tanggal 23 Mei 2018

maka Sumberdaya PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan Sosial berjumlah 32 orang, yang terdiri dari 17 orang pejabat

struktural dan 15 orang staf Pelaksana.
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Tabel   2.2.1

Sumber Daya PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau
Berdasarkan Formasi Jabatan Tahun 2018;

No Jabatan Eselon Formasi
Jabatan

Sudah
Terisi

Formasi
Lowong

1 Kepala Dinas II B 1 1 0

2 Sekretaris III A 1 1 0

3 Kepala Bidang Pemberdayaan

Perempuan
III B 1 1 0

4 Kepala Bidang Perlindungan

Anak
III B 1 1 0

5 Kepala Bidang Sosial III B 1 1 0

6 Kepala Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian
IV A 1 1 0

7 Kepala Sub Bagian

Perencanaan Program
IV A 1 1 0

8 Kepala Sub Bagian Keuangan IV A 1 1 0

9 Kepala Seksi Pengarustamaan

Gender, Pelembagaan PUG

Bidang Politik dan Hukum

IV A 1 1 0

10 Kepala Seksi Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan
IV A 1 1 0

11 Kepala Seksi Pelayanan dan

Pengaduan Bagi Perempuan

dan Anak

IV A 1 1 0

12 Kepala Seksi Kesejahteraan

Anak dan Perlindungan Anak
IV A 1 1 0

13 Kepala Seksi Tindak

Kekerasan Anak, Hak Sipil

dan Partisipasi

IV A 1 1 0

14 Kepala Seksi Masalah Hukum

dan Sosial Anak
IV A 1 1 0

15 Kepala Seksi Pelayanan dan

Perlindungan Sosial
IV A 1 1 0
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No Jabatan Eselon Formasi
Jabatan

Sudah
Terisi

Formasi
Lowong

16 Kepala Seksi Rehabilitasi dan

Bimbingan Sosial
IV A 1 1 0

17 Kepala Seksi Pengelolaan

Sumber Dana Sosial dan

Jaminan Sosial

IV A 1 1 0

Jumlah 17 17 0

Tabel 2.2.2
Matrik Sumber Daya Aparatur

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau
Menurut Gender dan Eselon :

No Gender IIB IIIA IIIB IVA
Non

Eselon
Jumlah

1 Perempuan 1 2 3 11 17

2 Laki-Laki 1 1 9 4 15

Jumlah 1 1 3 12 15 32

2.2.2 Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana berupa barang inventaris Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial sejak

tahun 2010 s.d. 2016 sebagai berikut :
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Tabel   2.2.3
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Sosial
Sumber Dana APBD s.d. Tahun 2010 s/d 2016

No. Jenis Barang Jumlah Tahun Keterangan

1. Mobil Unit
Penerangan 1 Unit 2010 Terpakai

2. MesinTik 1 Unit 2010 Terpakai
3. Lemari Besi 1 Unit 2010 Terpakai
4. Lemari Kayu 1 unit 2010 Terpakai
5 Kursi Putar 9 Unit 2010 Terpakai
6 Kursi Putar 2 Unit 2010 Terpakai
7 Kursi Putar 2 Unit 2010 Terpakai
8 Meja Biro 2 Unit 2010 Terpakai
9 Meja Biro 7 Unit 2010 Terpakai
10 Meja Biro 1 Unit 2010 Terpakai
11 Meja Biro 2 Buah 2010 Terpakai
12 Sofa 1 Unit 2010 Terpakai
13 CPU 2 Unit 2010 Terpakai
14 Computer 2 Unit 2010 Terpakai

15 Meja Kerja Pejabat
Eselon IV 4 Unit 2010 Terpakai

16 Kursi Kerja Pejabat
eselon III 1 Buah 2010 Terpakai

17 UPS 1 Unit 2010 Terpakai

18 Mini Bus (Mobil
Unit Pelayanan) 1 Unit 2011 Terpakai

19 Sepeda Motor 2 Unit 2011 Terpakai
20 Note Book 2 Unit 2011 Terpakai

21 Bangunan Gudang
Alkon 1 Buah 2011 Terpakai

22 Sepeda Motor 1 Buah 2012 Terpakai
23 Meja Biro 3 Unit 2012 Terpakai
24 Tustel 1Buah 2012 Terpakai
25 Tustel 1 Unit 2012 Terpakai
26 Note Book 1 Unit 2012 Terpakai
27 Printer 1 Unit 2012 Terpakai
29 Printer 1 Unit 2012 Terpakai

30 Meja Kerja Eselon
III 1 Unit 2012 Terpakai

31 Kursi Kerja Pejabat
Eselon IV 4 Unit 2013 Terpakai

32 Station Wagon
(Avanza) 1 Unit 2013 Terpakai
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No. Jenis Barang Jumlah Tahun Keterangan
33 Sepeda Motor 2 Unit 2013 Terpakai
34 Lemari Kayu 1 unit 2013 Terpakai
35 Wireles 5 Unit 2013 Terpakai
36 Dispencer 1 Unit 2013 Terpakai
37 PC. Unit 10 Unit 2013 Terpakai
38 Laptop 4 Unit 2013 Terpakai
39 Printer 1 Unit 2013 Terpakai
40 Camera 1 Unit 2013 Terpakai
41 Camera 1 Unit 2013 Terpakai
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2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

dan Sosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial

Kabupaten Malinau mempunyai peranan penting dalam mewujudkan

kemandirian Perempuan dan Anak dan Meningkatnya Kesejahteraan

Penyandang Sosial.

Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi kepada Perempuan

dan Anak untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam

diri dan lingkungannya.

Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan,

bimbingan teknis, dan pelayanan informasi kebutuhan teknologi tepat

guna.

Kinerja Pelayanan pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

SosialKabupaten Malinau  yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan

3 (Tiga) Bidang, yang masing-masing mempunyai uraian tugas antara lain

:

a. Kepala Dinas

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Program Dinas

Dengan Mengarahkan Dan Memberi Petunjuk Untuk Menyusun

Rencana Kerja

2. Merumuskan Rencana Strategi Dinas Berdasarka Rencana

Strategi Pemerintah Daerah Melalui Usulan Program,

Permasalahan Dan Skala Perioritas Untuk Kejelasan Arah

Penyusunan Rencana Kerja

3. Mengkoordinasikan Dan Menetapkan Rencana Kerja Dinas

Dengan Mengarahkan Dan Memberi Petunjuk Untuk Ketepatan

Pencapaian Sasaran Program

4. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Dinas Berdasarkan

Program Untuk Sinkronisasi Tugas

5. Mendistribusikan Tugas Kepada Sekretariat Dan Bidang- Bidang

Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya Agar Kegiatan

Berjalan Sesuai Dengan Program Kerja Masing-Masing



Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial

17

6. Menandatangani Naskah Dinas Sesuai Dengan Kewenanganya

Untuk Tertib Administrasi

7. Menyelenggarakan Kewenangan Desentralisasi Dan

Dekosentrasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Yang Berlaku Untuk Pendamping Kegiatan Badan

8. Mengkoordinasikan Kegiatan Pembinaan, Pengendalian Dan

Pengawasan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak Dan Sosial Serta Menetapkan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Sebagai Acuan Dalam Pelaksanaan Tugas.

9. Melakukan Kerjasama Di Bidang Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Dan Sosial Dengan Instansi Terkait, Instansi

Vertikal Kabupaten/Kota, Propinsi Dan Mitra Kerja Berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Untuk

Sinkronisasi Program

10. Memfasilitasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Dan Sosial Sesuai Dengan Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Agar Penanganan Permasalahan Tepat

Sasaran

11. Melakukan Pengawasan Dan Penilaian Kepada Pegawai Dengan

Cara Memberikan Pengarahan Dan Pembinaan Sesuai Dengan

Peraturan/Pedoman Dalam rangka meningkatkan Kinerja

Pegawai

12. Mengevaluasi Pelaksanaan Program Sekretariat Dan Bidang

Berdasarkan Realisasi Tingkat Pencapaian Kinerja Instansi

Pemerintah

b. Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut  :

1. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;

2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional

dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan

kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan
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administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan

administrasi kepegawaian;

3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,

keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;

4. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan

ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian,

serta pengelolaan keuangan dan laporan;

5. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi,pembinaan,

pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

unit kerja;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas

terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai rancangan tugas

sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan

kajian kebijakan di bidang pengarusutamaan gender (PUG),

pelembagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup

dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan

bagi perempuan dan anak;

2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang

pengarusutamaan gender (PUG), pelembagaan PUG bidang

politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan

perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan

dan anak;

3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di

bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelembagaan PUG

bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan

perempuan, serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan

dan anak;

4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan,

serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi penerapan kebijakan di bidang pengarusutamaan
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gender (PUG), pelembagaan PUG bidang politik dan hukum,

kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan

dan pengaduan bagi perempuan dan anak;

5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan di bidang pengarusutamaan gender (PUG),

pelembagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup

dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan

bagi perempuan dan anak;

6. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional

dan teknis di bidang pengarusutamaan gender (PUG),

pelembagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup

dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan

bagi perempuan dan anak;

7. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria (NSPK) di bidang pengarusutamaan gender (PUG),

pelembagaan PUG bidang politik dan hukum, kualitas hidup

dan perlindungan perempuan, serta pelayanan dan pengaduan-

bagi perempuan dan anak berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

8. Penyiapan penguatan dan pengembanganlembaga penyedia

layanan perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan

kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup keluarga;

9. Penyiapan pelembagaan PUG bidang politik dan hukum serta

pemenuhan hak bagi perempuan dan anak pada lembaga

pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait

dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut

:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan

kajian kebijakan di bidang kesejahteraan anak dan

perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil,

informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan
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terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan

sosial anak;

2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang

kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan hak

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, perlindungan

tindak kekerasan terhadap anak serta penanganan

permasalahan hukum dan sosial anak;

3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di

bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pemenuhan

hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta

penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;

4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan,

serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi penerapan kebijakan di bidang kesejahteraan anak

dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil,

informasi dan partisipasi, perlindungan tindak kekerasan

terhadap anak serta penanganan permasalahan hukum dan

sosial anak;

5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan anak,

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan

partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta

penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;

6. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional

dan teknis di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan

anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan

partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta

penanganan permasalahan hukum dan sosial anak;

7. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria (NSPK) di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan

anak, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan

partisipasi, perlindungan tindak kekerasan terhadap anak serta
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penanganan permasalahan hukum dan sosial anakberdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Penyiapan pelembagaan, penyiapan penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak

dalam mewujudkan kesejahteraan dan partisipasi anak serta

penanganan permasalahan hukum, sosial dan tindak kekerasan

terhadapa anak;

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait

dengan bidang tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan

kajian kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial,

rehabilitasi dan bimbingan sosial,dan pengelolaan sumber dana

sosial dan jaminan sosial;

2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang

pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan

sosial,dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;

3. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di

bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan

bimbingan sosial,dan pengelolaan sumber dana sosial dan

jaminan sosial;

4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan,

serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi penerapan kebijakan di bidang pelayanan dan

perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan

pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;

5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan

kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial,

rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana

sosial dan jaminan sosial;

6. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional

dan teknis di bidang pelayanan dan perlindungan sosial,
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rehabilitasi dan bimbingan sosial,dan pengelolaan sumber dana

sosial dan jaminan sosial;

7. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria (NSPK) di bidang pelayanan dan perlindungan sosial,

rehabilitasi dan bimbingan sosial,dan pengelolaan sumber dana

sosial dan jaminan sosial berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

8. Penyiapan penguatan dan pengembanganlembaga penyedia

layanan perlindungan, rehabilitasi, bimbingan dan jaminan

sosial;

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait

dengan bidang tugas dan fungsinya.
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Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai

berikut:
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2.3.1 Kinerja perangkat Daerah

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah

melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Presentase Perempuan yang menduduki jabatan di lembaga

legislatif sebanyak 15%

b. Perempuan yang berprofesi sebagai tenaga manajer,

professional, administrasi dan teknisi sebanyak 13.395 orang.

c. Presentase Perempuan rentan (lansia, cacat, miskin) yang

mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan

sebanyak 16.612%

d. Presentase Kelembagaan PUG yang terbentuk sebanyak 9,09%

e. Kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2 korban yang

melapor dan terlayani

f. Layanan yang ada untuk perempuan korban tindak kekerasan

sebanyak 3 layanan yaitu : P2TP2A, PPA dan Rumah Sakit.

g. Lembaga layanan perempuan yang aktif sebanyak 3 layanan.

h. Pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan sudah

terlayani sesuai standar.

i. Presentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender

anak sebanyak 58.572%

j. Presentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan

dan Kelurahan) sebanyak 42.857%

k. Presentase korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten

Malinau sebanyak 0,016%

2. Bidang Sosial telah melaksanakan kegiatan antara lain :

a. Presentasi KAT yang memperoleh pembinaan dan yang sudah

terlaksana 2013 sebanyak 1, 2014 sebanyak 1, 2015 - 2016

tidak ada, dan untuk 2017 sebanyak 37 kepala keluarga di

desa Rajuk yang belum dilaksanakan.

b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah

kabupaten/kota. sebanyak 15 orang pertahun.
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c. Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan

rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS) sebanyak

60 orang

d. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya sebanyak 20 orang

e. Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan

pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan

LKS) sebanyak 54 orang

f. Persentase fakir miskin yang menerima bantuan melalui

mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 20 orang

g. Persentase fakir miskin yang menerima bantuan melalui

mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 400

kepala keluarga

Berdasarkan tabel dibawah dapat diketahui bahwa capaian IPG di

Kabupaten Malinau sudah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini

bisa diketahui dari capaian indikator IPG dari tahun 2011 sampai 2015.

IPG Kabupaten Malinau lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi

KALTARA dan Nasional. Pada Tahun 2015 IPG Kabupten Malinau sebesar

80,66.

Gambar 2.1
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malinau
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IPG Kabupaten Malinau merupakan terendah kedua setelah KTT

dibandingkan Kab Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten/Kota

yang memiliki IPG tertinggi adalah Kota Tarakan.

Gambar 2.2
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malinau dibandingkan Kabupaten

Kota Lain

Sumber : BPS Pusat dan Kementerian PPA Tahun 2015

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Malinau di Provinsi KALTARA,

maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya.

Kabupaten Malinau memiliki angka IDG yang cukup bagus. Beberapa

penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di

parlemen. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.3
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Malinau
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Gambar 2.4
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Malinau dibandingkan Kabupaten

Kota Lain

Sumber : BPS Pusat dan Kementerian PPA Tahun 2015
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2.2. Kinerja Pelayanan

Terdapat pada tabel T.C 23

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih
di dalam unit pelayanan terpadu

50% 10% 10%

2 Cakupan layanan bimbingan
rohani yang diberikan oleh
petugas bimbingan rohani
terlatih bagi perempuan dan
anak korban kekerasan di dalam
unit pelayanan terpadu

40% 15% 15%

3 Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan
hukum

50% 15% 15%

4 Cakupan Pasangan Usia Subur
yang isterinya dibawah usia 20
tahun (3,5 %)

30% 2% -

5 Cakupan sasaran Pasangan Usia
Subur menjadi Peserta KB aktif
(65%)

40% 5% 12%

6 Cakupan Pasangan Usia Subur
yang ingin ber-KB 70%

40% 5% 15%

7 Cakupan Anggota Bina Keluarga
Balita (BKB)ber-KB 70 %

40% 20% 10%

8 Cakupan PUS Peserta KB Anggota
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yg
ber-KB (87%)

45% 15%

-
9 Ratio Petugas Lapangan Keluarga

Berencana/Penyuluh Keluarga
Berencana (PLKB/PKB)1 petugas
disetiap 2 Desa/Kelurahan

40%

- -
10 Ratio Pembantu Pembina

Keluarga Berencana (PPKBD) 1
petugas di setiap
desa/kelurahan

30%

- -
11 Cakupan penyediaan alat dan

obat kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan
masyarakat 30% setiap tahun

50%

- -
12 Cakupan penyediaan informasi

data mikro keluarga di setiap
desa/kelurahan 100% setiap
tahun

100%

- -

., Malinau, 27 September  2018
Kepala DPPPAS

SOFYAN, S.Pd.,M.Si
NIP. 19640109 199403 1 006

NO INDIKATOR KINERJA
TARGET

NSPK
TARGET

IKK

TARGET
INDIKATOR

LAINNYA

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

KABUPATEN MALINAU
Tabel.2.3

TARGET RENSTRA SKPD PADA
TAHUN KE-

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-
RASIO CAPAIAN PADA

TAHUN KE-
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2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
ANGG
ARAN

RE
ALI
SA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program
keserasian
kebijakan
peningkatan
kualitas anak
dan
perempuan

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Program
penguatan
kelembagaan
pengarustama
an gender dan
anak

- - 2,450,000,000 2,450,000,000 150,000,000 - - 339,041,000 111,536,250 145,382,435

Program
peningkatan
kualitas hidup
dan
perlindungan
perempuan

- - - - 175,000,000 - - - - -

Program
peningkatan
peran serta
dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan

- - 1,100,000,000 1,450,000,000 175,000,000 - - 144,897,000 - -

Program
pelayanan
administrasi
perkantoran

- - 590,000,000 1,440,000,000 557,310,000 263,264,000 182,722,850 216,024,972

Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur

- - 500,000,000 500,000,000 - - - - - 25,000,000

Program
peningkatan
disiplin
aparatur

- - 20,000,000 20,000,000 - - - - - -

Program
fasilitas
pindah / purna
tugas PNS

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur

- - 165,000,000 150,000,000 -

Program
peningkatan
pengembanga
n sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan

- - - - - - - - - - - - - - - - -

URAIAN

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

KABUPATEN MALINAU
Tabel T.C.24

ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA    TAHUN KE-
RASIO ANTARA REALISASI DAN

ANGGARAN  TAHUN KE-

RATA-
RATA

PERTUMBU
HAN
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial

Adapun Tantangan dan Peluang yang dihadapi Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial adalah sebagai

berikut;

1) Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Malinau

2) Berbagai kebijakan masih semuanya berpihak pada

Kesetaraan Gender

3) Para pengambil kebijakan masih belum Responsive Gender

4) Lemahnya Kelembagaan Pengarustamaan Gender

5) Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia

secara komprehensif.

6) Pelaksanaan PUG yang belum optimal

7) Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap Perlindungan

Perempuan dan Anak

8) Masih rendahnya akses Perempuan dalam Pembangunan

Daerah

9) Kualitas LSM/LM, ORMAS Pemerhati Anak yang masih

rendah

10) Belum tersedianya sarana/prasarana penunjang kerja yang

memadai.

11) Lemahnya data yang akurat dari desa dan Kecamatan yang

mendukung data kegiatan Sosial.

12) Lemahnya Sinergi Pembangunan antara Desa, Kecamatan,

Kabupaten Provinsi dan Pusat.

13) Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang Kegiatan di

Bidang Sosial.

14) Lemahnya sinergi pembangunan antara desa, kecamatan,

Kabupaten Provinsi dan Pusat.

Peluang yang berasal dari Lingkungan Eksternal dan

teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Model Desa Prima (Perempuan Maju dan

Mandiri)
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2. Kuantitas LSM/LM, ORMAS Pemerhati Anak yang cukup

memadai

3. Adanya jejaring dengan lembaga yang mendukung program

4. Pengembangan Model Desa Prima (Perempuan Maju dan

Mandiri)

5. Adanya peraturan Perundang-undangan yang mendukung

peran Bidang Sosial  dalam pembangunan

6. Adanya Peran serta aparatur desa, kecamatan dan

perusahaan dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan bidang Sosial.

7. Tingginya Apresiasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan

sosial.

8. Terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang

mendukung kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Sosial.

9. Adanya peraturan Perundang-undangan yang mendukung

peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Sosial dalam pembangunan.

10. Adanya Peran serta aparatur desa, kecamatan dan

perusahaan dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan bidang Sosial.

11. Tingginya Apresiasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan

Sosial.

12. Terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang

mendukung kegiatan Sosial.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Malinau (RPJMD) 2016-2021 menjadi acuan dalam

pelaksanaan pembangunan di daerah, dan menjadi prioritas karena

menyangkut Pembangunan Sumberdaya Manusia. Masalah Utama dalam

pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial

adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di

bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik.

Permasalahan strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial adalah:

Bidang Pemberdayaan Perempuan :

a. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang belum optimal

b. Kesenjangan Gender Dalam Hal Akses, Manfaat Dan Partisipasi Dalam

Pembangunan.

c. Penyusunan Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor /

Perangkat Daerah

d. Permasalahan terkait implementasi SPM bidang layanan terpadu bagi

perempuan dan anak korban kekerasan.

Bidang Perlindungan Anak :

a. Permasalahan terkait peningkatan indeks pembangunan manusia

b. Pengembangan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak yang belum

menyeluruh

c. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat.

Bidang Sosial :

a. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Malinau.

b. belum optimalnya penanganan PMKS
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3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil

Bupati Malinau terpilih Tahun 2016-2021, serta memperhatikan RPJMD

Kalimantan Utara 2016-2021, RPJMN 2015-2019, dan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s), maka Visi pembangunan

Kabupaten Malinau 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui

Gerakan Desa Membangun ( GERDEMA )”

Tabel 3.2
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan

Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No Misi, Tujuan dan
Sasaran RPJMD

Permasalahan
Pelayanan
Perangkat

Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Sejalan dengan
semangat, tekad dan
janji politik, Bupati
dan Wakil Bupati
Malinau terpilih
Tahun 2016-2021,
serta memperhatikan
RPJMD Kalimantan
Utara 2016-2021,
RPJMN 2015-2019,
dan Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
(SDG’s), maka visi
pembangunan
Kabupaten Malinau
2016-2021 adalah

“Terwujudnya
Kabupaten Malinau
yang Maju dan
Sejahtera Melalui
Gerakan Desa
Membangun”

Dalam upaya
mewujudkan visi

 Masih
kurangnya
kelengkapan
data

 Masih
kurangnya
kualitas dan
kuantitas SDM

 Tingginya
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan,
terlihat dari
jumlah kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
dan jumlah
kasus KDRT.

 Belum
optimalnya
peran
kelembagaan
perlindungan
hak
perempuan

 Munculnya

 Pelaksanaan
Perencanaan
dan
penganggaran
responsif
gender belum
optimal.

 Terbatasnya
anggaran
program
untuk
mendukung
PUG dan
Perencanaan
dan
penganggaran
responsif
gender

 Terbatasnya
personil yang
melayani
penanganan
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
dan anak

 Adanya
komitmen
kepala daerah
untuk
meningkatkan
Pemberdayaan
Perempuan

 Adanya
kerjasama
yang baik
antara
pemerintah
daerah dan
instansi
terkait melalui
lembaga
P2TP2A

 Adanya
komitmen
kepala daerah
untuk
mengembangk
an Kota Layak
Anak
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No Misi, Tujuan dan
Sasaran RPJMD

Permasalahan
Pelayanan
Perangkat

Daerah

Faktor

Penghambat Pendorong

Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten
Malinau 2016-2021,
misi yang
mendukung PPPA
dan Sosial:1. Meningkatkan

peran serta dan
pemberdayaan
masyarakat dalam
pembangunan
daerah, mulai dari
fase perencanaan,
implementasi,
pertanggungjawab
an, dan evaluasi;2. Meningkatkan
peran pemuda
dan perempuan
dalam
pembangunan
daerah;

berbagai
tindak
kekerasan
terhadap anak

 Belum
terpenuhinya
hak-hak anak
seperti akte
kelahiran,
PAUD, hidup
sehat, sekolah
ramah anak,
Puskesmas
ramah anak,
dan
pengasuhan
yang aman.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah

mendukung pencapaian. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan

pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
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2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk

TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan

rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan

dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan

komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan

korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan  pemenuhan hak

anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Persentase kabupaten/kota Layak Anak.

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait

perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus

yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh

(100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan

perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus

kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus
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kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif

sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga

masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan

dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan

serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategi

Potensi hidrologi di Kabupaten Malinau sangat besar terutama

dengan adanya aliran sungai seperti Sungai Sesayap, Sungai Malinau,

Sungai Kayan, Sungai Mentarang, Sungai Tubu, Sungai Boh, Sungai

Bengalun dan sungai-sungai besar lainnya beserta anak-anak sungainya.

Aliran sungai besar ini sangat penting dalam menunjang kebutuhan air

baku, transportasi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Wilayah Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan kawasan

hutan yang dapat menyerap air dalam jumlah sangat besar yang

selanjutnya menghasilkan potensi air sangat besar melalui aliran sungai

dan anak-anak sungai. Sungai Malinau berfungsi sebagai sumber air-

baku dan penyediaan air minum bagi penduduk di sepanjang wilayah

sungai, serta transportasi air yang menghubungkan antardesa di

kecamatan (transportasi lokal) dan antarwilayah (transportasi regional).

Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari

permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Karakteristik iklim Kabupaten

Malinau termasuk iklim tropika humida dengan curah hujan berkisar

antara 2500 > 4500 milimeter per tahun. Temperatur udara rata-rata 26o

C dengan perbedaan temperatur siang dan malam yang cukup tinggi.

Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan November sampai
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dengan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan

April sampai dengan bulan Oktober.

Distribusi curah hujan di Kabupaten Malinau dapat dibagi

menjadi 4 (empat) zone, yaitu:

 Zone 1 : Zone dengan curah hujan antara 2.500-3.000 mm/tahun

membujur mulai sebelah selatan Kecamatan Mentarang ke arah

Kecamatan Malinau.

 Zone 2 : Zone dengan curah hujan antara 3.000-3.500 mm/tahun

membujur mulai dari sebelah utara Mentarang ke arah timur

Kecamatan Pujungan sampai barat daya Kecamatan Malinau.

 Zone 3 : Zone dengan curah hujan antara 3.500-4.000 mm/tahun

membujur mulai dari Kecamatan Malinau sampai Kecamatan

Sembakung, Kabupaten Nunukan, serta membujur mulai dari

Kecamatan Pujungan ke arah timur Kecamatan Kayan Hilir.

 Zone 4 : Zone dengan curah hujan > 4.000 mm/tahun membujur

mulai dari Kecamatan Kayan Hilir ke arah Kecamatan Kayan Hulu.

Ditinjau dari pelaksanaan kegiatan Dinas PPPA dan Sosial tidak

akanmerubah pola ruang dan struktur ruang sebagaimana dalam

dokumen RTRW dan tidak menimbukan dampak lingkungan Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan,

maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. belum aktifnya peran pokja PUG dan vokal point

2. belum optimalnya lembaga pelayanan dalam penanganan korban

kekerasan

3. belum optimalnya implementasi kabupaten layak anak

4. belum semua PMKS kecuali eks NAPZA dan HIV yang mendapatkan

pelayanan rehabilitas sosial dengan optimal

5. belum semua fakir miskin menerima bantuan

Sebagai implementasi nyata dari visi dan misi, Pemerintahan

Kabupaten Malinau menetapkan 16 Program utama dan unggulan yaitu :
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1. Memberi ” Tunjangan dan Operasional kepada RT” sebesar Rp. 60

juta/ tahun. Dan dana program ”RT BERSIH” sekurang-kurangnya

Rp. 200 juta/tahun kepada setiap RT.

2. Melaksanakan program wajib belajar 16 tahun dengan bebas SPP dan

bebas pungutan biaya pendidikan dari ” PAUD, TK, SD, SMP,SMU”.

3. Kebijakan program beras daerah (RASDA) bagi kepentingan kosumsi

rakyat Malinau dan kebijakan subsidi beras sejahtera kepada

masyarakat yang tidak mampu melalui kebijakan RASDA yang

diperoleh dari produksi petani Malinau.

4. Optimalisasi kwalitas SDM aparatur pemerintahan desa dalam

rangka otonomi desa secara murni

5. Optimalisasi dana operasional kecamatan, dana GERDEMA kepada

Dusun dan RT.

6. Meningkatkan pemberian modal usaha tanpa anggunan dan bunga

pada kelompok usaha ekonomi lemah yang ada di Desa, RT dan

DUSUN.

7. Menyediakan beasiswa kepada anak-anak Malinau yang tidak

mampu namun berprestasi untuk melanjutkan kejenjang yang lebih

tinggi.

8. Memprogramkan tugas belajar bagi anak yang berprestasi untuk

melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi kejuruan.

9. Menyelenggarakan balai latihan kerja (BLK) bagi anak-anak yang

putus sekolah dan bagi mereka yang ingin memperoleh keterampilan

tertentu.

10. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gratis (JAMKESDA)

terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

11. Membangun infrastruktur kota mandiri bagi Ibu Kota Malinau.

12. Memperbaiki tingkat kesejahteraan PNS, Kepala Desa, Aparat Desa,

Kepala Adat, dan aparat Adat ketua BPD dan anggota ketua LPM dan

anggota, serta kepala dusun dan RT.

13. Memaksimalkan mutu pelayanan pada pusat pelayanan kesehatan

masyarakat (PKM) di setiap kecamatan.

14. Mewujudkan kehadiran Resi gudang disetiap kecamatan untuk

menampung hasil pertanian dalam arti luas.
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15. Mendorong partisipasi swasta untuk berinfestasi dan

mengembangkan usaha dan pasar dalam daerah, antar daerah, antar

pulau dan internasional terhadap produk lokal melalui pemberian

insentif dan kemudahan regulasi.

16. Menyediakan Dana Kredit Usaha Persiapan Pensiun bagi Pegawai

Negeri Sipil (PNS).

Sebagai kristalisasi visi dan misi daerah, maka Pemerintah

Kabupaten Malinau menetapkan 5 Pilar Pembangunan Daerah :

1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dasar dan

infrastruktur ekonomi.

2. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

3. Penguatan peran ekonomi desa untuk memperkuat ekonomi daerah

dan penciptaan keunggulan koperatif dalam rangka kebijakan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

4. Pengembangan Ibu Kota Malinau menjadi Kota Mandiri, Pusat

Pemerintahan, Pusat Perdagangan, Pusat Pendidikan, Pusat

Informasi dan Pusat Industri dan Jasa.

5. Penata pelayanan pemerintahan atau reformasi birokrasi untuk

pelayanan prima dari Desa sampai Kabupaten.

Guna mendukung percepatan perwujudan visi dan misi daerah,

maka pemerintah kabupaten Malinau menetapkan 4 Komitmen Daerah :

1. Revitalisasi pertanian secara berkelanjutan dalam menciptakan

ketahanan pangan dan swasembada beras Malinau.

2. Membangun Ibu Kota Kabupaten menjadi Kota Mandiri.

3. Mengembangkan Pariwisata Daerah dengan mengembangkan

infrastruktur pendukung sebagai tujuan Wisata Nasional dan

Internasional.

4. Mengembangkan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana

RSUD Kabupaten Malinau untuk menopang pelayanan RSUD

sebagai rumah sakit rujukan.

Sebagai Fokus dari kelanjutan dan penajaman program GERDEMA,
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Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan 3 Program Unggulan

yaitu :

1. Program RT BERSIH.

2. Program Beras Daerah (RASDA)

3. Program wajib belajar 16 Tahun bebas SPP dari Paud,TK, SD, SMP

dan SMU.

Berikut Keterkaitan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan dan sasaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial dan juga

dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah adalah;

MISI KABUPATEN MALINAU
KAITANNYA

DENGAN
MISI SKPD

Mewujudkan supremasi hukum dan
menciptakan pemerintahan yang bersih, efektiv,
serta efisien guna mendukung terciptanya tata
kelolah pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi
ddan nepotisme (KKN).

DPPPAS

Meningkatkan peran pemuda dan perempuan
dalam pembangunan daerah melalui penguatan
peran perempuan dan pemuda desa dalam setiap
kegiatan pembangunan.

DPPPAS

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat

dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

tercantum pada tabel III.4 berikut ini :

Tabel 3.5.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Sosial di Kabupaten Malinau
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

No
Sasaran Jangka

Menengah
Renstra K/L

Permasalahan
Pelayanan Perangkat

Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1 a.Meningkatnya
capaian
indeks
pembangunan

 Komposit IPG belum
terintegrasi kedalam
perencanaan
kelembagaan

 Pelaksanaan
Perencanaan
dan
penganggara

 Adanya
komitmen
kepala
daerah
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No
Sasaran Jangka

Menengah
Renstra K/L

Permasalahan
Pelayanan Perangkat

Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

gender n responsif
gender
belum
optimal.

 Terbatasnya
anggaran
program
untuk
mendukung
PUG dan
Perencanaan
dan
penganggara
n responsif
gender

untuk
meningkat
kan
Pemberday
aan
Perempuan

b. Meningka
tnya capaian
indeks
pemberdayaan
gender

 Kegiatan belum
optimal dalam
rangka mengarah
pada pencapaian
komposit IDG

2 a.Berkurangnya
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
termasuk
TPPO

 Tingginya kasus
kekerasan terhadap
perempuan, terlihat
dari jumlah kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan
jumlah kasus
KDRT.

 Perempuan banyak
menjadi obyek
pornografi,
menjadikan
perempuan sangat
rentan terhadap
kekerasan.

 Terbatasnya
personil
yang
melayani
penanganan
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
dan anak

 Adanya
kerjasama
yang baik
antara
pemerintah
daerah dan
instansi
terkait
melalui
lembaga
P2TP2A

b.meningkatnya
kualitas
penanganan
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
termasuk TPPO

Rendahnya
perlindungan
terhadap tenaga kerja
dan buruh migran
perempuan,
ditunjukkan dengan
terjadinya kasus-
kasus perlakuan
buruk terhadap buruh
migran.
 Belum optimalnya

peran kelembagaan
perlindungan hak
perempuan.
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No
Sasaran Jangka

Menengah
Renstra K/L

Permasalahan
Pelayanan Perangkat

Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

3 a.Meningkatnya
implementasi
kabupaten/ko
ta layak anak
di Indonesia.

 Terjadinya berbagai
praktik buruk yang
mengancam hak-
hak anak, seperti
pekerja anak
perkawinan anak,
dan anak
berhadapan dengan
hukum (ABH).

 Munculnya berbagai
tindak kekerasan
terhadap anak

 Terbatasnya
personil
yang
melayani
penanganan
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan
dan anak

 Adanya
komitmen
kepala
daerah
untuk
mengemba
ngkan Kota
Layak
Anak

b. Meningka
tnya kualitas
implementasi
kebijakan
terkait
perlindungan
khusus
kepada anak

c.Meningkatnya
kualitas
sistem
layanan
perlindungan
khusus
kepada anak

 Belum terpenuhinya
hak-hak anak seperti
akte kelahiran,
PAUD, hidup sehat,
sekolah ramah anak,
Puskesmas ramah
anak, dan
pengasuhan yang
aman.

4 Meningkatnya
partisipasi dan
sinergitas
lembaga profesi
dan dunia
usaha, media,
dan organisasi
agama dan
kemasyarakata
n serta
akademisi dan
lembaga riset
dalam
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak

 Kurangnya partisipasi
masyarakat dalam
Pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak

 Pengetahuan
dan
kepedulian
organisasi
masyarakat
dan LSM
dalam
Pemberdaya
an
perempuan
dan
perlindunga
n anak
masih
kurang

 Adanya
beberapa
organisasi
masyarakat
dan LSM
yang
bergerak di
bidang
Pemberday
aan
perempuan
dan
perlindung
an anak
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3.4.1 Telaah Renstra Kementerian Sosial

Kementerian Sosial RI dalam 5 (lima) tahun ke depan(2015-2019)

menyesuaikan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019

(Visi Presiden) adalah :

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2015-2019 (NAWACITA)

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara

2. Membangun tata kelola Pemerintahanyang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saingdi pasar

internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Kementerian Sosial dalam 5 (lima) tahun kedepan menggunakan 4

(empat) agenda dari 9 (sembilan) agenda Prioritas Pembangunan

Nasional Tahun 2015-2019, yaitu:

 Nawacita No. 3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan”

 Nawacita No. 5 “Meningkatkan kualitas hidup manusia dan

masyarakat Indonesia”.

 Nawacita  No: 8 “Melakukan revolusi karakter bangsa
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 Nawacita No. 9 “Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat

restorasi sosial Indonesia”.

Tujuan yang ingin dicapai KementerianSosial  adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;

2. Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 - 2019 adalah :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah FM, kelompok rentan dan PMKS

lainnya sebesar  satu persen dari target Nasional pada Tahun 2019,

melalui :

 Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS

lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar

 Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak,

penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya

dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas

2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

 Meningkatnya kapasitas SDM kesejahteraan sosial dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial

 Meningkatnya kualitas pendamping dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

 Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dalam

penyelenggaraan sosial

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi,

Dinas PPPA dan Sosial Kabupaten Malinau mendukung capaian

seluruh misi dan tujuan Kementerian Sosial. Beberapa faktor

penghambat yang dihadapi Dinas PPPA dan Sosial dalam mendukung 4

(empat) agenda prioritas nawa cita dan tujuan Kementerian Sosial

sebagai berikut :
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Tabel 3.5.2

Faktor Penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Sosial

dalammendukungTujuanRenstraKementerian Sosial

No Tujuan Renstra
Kementerian Sosial

Faktor Penghambat yang Dihadapi
DPPPAS

1. Meningkatkan taraf
kesejahteraan sosial
penduduk miskin dan
rentan

- Kurangnya koordinasi antar sektoral
- Adanya moratorium pegawai (Jumlah

SDM yang kurang memadai)
- Banyaknya kelompok masyarakat yang

tidak bisa menerima bantuan karena
tidak memenuhi persyaratan  (terkait
dengan mekanisme Belanja Hibah)

- Kompetensi  pegawai yang kurang
sesuai dengan job description

- Sarana prasarana yang kurang memadai
- Penganggaran yang kurang memadai
- Banyaknya urusan yang ditangani

- Data pendukung yang kurang lengkap
- Kurangnya disiplin dan etos kerja

Pegawai
2. Meningkatkan

kualitas SDM dan
Kelembagaan
kesejahteraan sosial
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

.

- Kurangnya koordinasi antar sektoral
- Adanya moratorium pegawai (Jumlah

SDM yang kurang memadai)
- Banyaknya kelompok masyarakat yang

tidak bisa menerima bantuan karena
tidak memenuhi persyaratan  (terkait
dengan mekanisme Belanja Hibah)

- Kompetensi  pegawai yang kurang
sesuai dengan job description

- Sarana prasarana yang kurang memadai
- Penganggaran yang kurang memadai
- Banyaknya urusan yang ditangani

- Data pendukung yang kurang lengkap
- Kurangnya disiplin dan etos kerja

Pegawai
Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik Nasional

maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa

Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa

keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang

berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong
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akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan

situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil

liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas

tata kelola Pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan

publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi

dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai

sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate

change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran

wabah penyakit, dan terorisme, serta berbagai isu global dan nasional

yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal

dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang

dihadapi Kabupaten Malinau antara lain kemiskinan, penataan ruang

dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan,

terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan

sosial. Dalam mengatasi permasahan tersebut diperlukan penguatan

kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah ditujukan untuk

pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,

revitalisasi pertanian secara berkelanjutan dalam menciptakan

Ketahanan Pangan dan Swasembada  Beras Malinau, perluasan

kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesbilitas dan kualitas

pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur

strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya –

saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur

pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Kabupaten Malinau

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan Sasaran jangka menengah sampai 2021 adalah

sebagai berikut:

a. Mewujudkan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak

anak

Sasaran dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai

berikut:

1) Meningkatnya kualitas peran perempuan di dibidang

ekonomi, politik dan sosial

2) Meningkatnya skor capaian Kabupaten Layak Anak
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NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR       TUJUAN /

SASARAN

1 2 3 4 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa
Menurunnya kemiskinan di
perdesaan

persentase penduduk
miskin

9,08-
9,10

8,73-
8,76

8,39-
8,43

8,08-
8,12

7,81-7,86

 Meningkatnya kesempatan kerja
di perdesaan

Tingkat pengangguran
terbuka

7,89 7,53 7,16 6,79 6,41

2 Meningkatkan kapasitas
masyarakat desa

Berkembangnya organisasi dan
lembaga masyarakat desa

persentase masyarakat
yang aktif terlibat dalam
organisasi masyarakat

65 70 75 80 85

persentase usulan
masyarakat desa yang
diterima

45 50 55 60 65

persentase masyarakat
yang aktif terlibat dalam
Musrenbangdesa

65 70 75 80 85

Terwujudnya kehidupan warga
RT yang bersih, tertib, rapi, sehat,
indah dan harmonis

persentase pengurus RT
yang aktif

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

persentase warga RT yang
aktif

83,6 86,5 89,5 92,6 95,9

NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR       TUJUAN /

SASARAN
1 2 3 4 2017 2018 2019 2020 2021
3 Meningkatkan peran pemuda

dalam pembangunan desa
dan daerah

Berkembangnya kegiatan
kepemudaan

jumlah organisasi pemuda
yang aktif dalam olahrag 30 35 40 45 45

jumlah organisasi karang
taruna yang terbina

15 20 25 30 35

Meningkatnya prestasi pemuda
di bidang seni, budaya, dan
olahraga

pertumbuhan jumlah
pemuda yang ikut
kompetisi nasional dan
internasional

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Berkembangnya kewirausahaan
para pemuda

pertumbuhan jumlah
wirausahawan muda

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

4 Meningkatkan peran
perempuan dalam
pembangunan desa dan
daerah menuju kesetaraan
dan keadilan gender

Meningkatnya perlindungan,
penghormatan dan pemenuhan
hak-hak dasar perempuan

persentase kasus tindak
kekerasan terhadap
perempuan

18 16 15 10 10

Terjaminnya penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan
hak-hak dasar anak

persentase kasus tindak
kekerasan terhadap anak

16 14 13 12 10

Terwujudnya keluarga yang
sejahtera

jumlah usaha kelompok
perempuan

20 30 0 0 30

Tabel T.C.25
TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN  PADA TAHUN

KE -

Terwujudnya perencanaan
partisipatif dalam pembangunan
desa

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

KABUPATEN MALINAU

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

KABUPATEN MALINAU
Tabel T.C.25

TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN  PADA TAHUN
KE -
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau

1. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelaksanaan PUG melalui sosialisasi tentang PPRG,

penyusunan peraturan daerah tentang PUG, penyusunan RAD

PUG, pendekatan informal pada satkeholder terkait.

b. Meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh kelembagaan yang

menangani kesetaraan gender melalui  peningkatan skill SDM,

peningkatan jumlah SDM, koordinasi lintas sektor baik dengan

masyarakat ataupun perusahaan swasta melalui CSR, pendekatan

informal pada stakeholder terkait tentang pendanaan serta sarana

dan prasarana, sosialisasi terhadap masyarakat, pembangunan

tempat rehabilitasi, serta pemberdayaan korban kekerasan.

c. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum,

masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penangan

tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;

Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang

melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan

pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial.

d. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah,

masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan

hak anak.

e. Meningkatkan optimalnya peran lembaga perlindungan anak

dengan fokus pada pemahaman pemerintah aparat penegak

hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan

penangan tindak kekerasan terhadap anak; Meningkatkan

kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang

melayani anak korban kekerasan dan  Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus (AMPK).
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f. Meningkatkan ketersediaan alat kontrasepsi (alkon) yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat melalui koordinasi dengan BKKBN

perwakilan provinsi, pengajuan kebutuhan alkon pada BKKBN

perwakilan provinsi, penggalakan KB mandiri.

g. Meningkatkan optimalnya pelaksanaan KB dan KS melalui

peningkatan skill SDM KB dan KS, pemberdayaan keluarga KS 1

dan pra KS, perbaikan sistem kaderisasi kader KB dan KS,

koordinasi dengan lintas sektor terkait.

h. Meningkatkan kemapuan SDM aparatur; optimalnya sarana dan

prasarana yang diperlukan

2. Arah Kebijakan

Kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah

sebagai berikut;

a. Peningkatan pelaksanaan PUG dengan fokus utama penyusunan

kebijakan pemerintah daerah yang responsif gender, pembinaan

organisasi  perempuan, pembentukan pokja PUG dan vocal point

di setiap Perangkat Daerah

b. Peningkatan pelayanan yang diberikan oleh kelembagaan yang

menangani kesetaraan gender dengan fokus pembangunan tempat

rehabilitasi dan pemberdayaan korban kekerasan, peningkatan

keterampilan pada perempuan, penguatan kapasitas perempuan

dalam aktivitas ekonomi produktif

c. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap

perempuan termasuk TPPO; dan Penguatan lembaga penyedia

layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang

d. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian

KLA

e. Peningkatkan optimalnya peran lembaga perlindungan anak

dengan fokus pada pemahaman pemerintah aparat penegak

hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan

penangan tindak kekerasan terhadap anak; Meningkatkan

kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang

melayani anak korban kekerasan dan  Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus (AMPK)
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f. Peningkatan ketersediaan alokon yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dengan fokus pengajuan kebutuhan alokon pada

BKKBN perwakilan provinsi serta penggalakan KB mandiri

g. Peningkatan pengoptimalan pelaksanaan KB dan KS melalui

pemberdayaan keluarga pra KS dan KS 1, pengoptimalan

pelaksanaan KB dan KS melalui perbaikan sistem kadersasi kader

KB-KS.

h. Peningkatan kemampuan SDM aparatur dengan fokus pada

pemberian/pengiriman pelatihan/workshop bagi apartur baik

internal ataupun eksternal; pembagian tugas serta pemberian

kepercayaan secara merata pada aparatur; penyediaan biaya

perawatan sarana dan prasarana aparatur
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Tabel T-C.26

1 Meningkatkan kualitas hidup
perempuan

1 Meningkatnya peran
perempuan dalam bidang
politik, hukum, sosial dan
ekonomi

1 Meningkatkan pelaksanaan
PUG melalui sosialisasi
tentang PPRG, penyusunan
peraturan daerah tentang
PUG, penyusunan RAD PUG,
pendekatan informal pada
satkeholder terkait

1 Peningkatan pelaksanaan PUG dengan
fokus utama penyusunan kebijakan
pemerintah daerah yang responsif
gender, pembinaan organisasi
perempuan, pembentukan pokja PUG
dan vocal point di setiap SKPD

2 Meningkatkan pelayanan
yang diberikan oleh
kelembagaan yang
menangani kesetaraan
gender

1 Meningkatnya pelayanan yang
diberikan oleh kelembagaan
yang menangani kesetaraan
gender

1 Meningkatkan pelayanan
yang diberikan oleh
kelembagaan yang
menangani kesetaraan
gender melalui  peningkatan
skill SDM, peningkatan
jumlah SDM, koordinasi lintas
sektor baik dengan
masyarakat ataupun
perusahaan swasta melalui
CSR, pendekatan informal
pada stakeholder terkait
tentang pendanaan serta
sarana dan prasarana,
sosialisasi terhadap
masyarakat, pembangunan
tempat rehabilitasi, serta
pemberdayaan korban
kekerasan

Peningkatan pelayananyang diberikan
oleh kelembagaan yang menangani
kesetaraan gender dengan fokus
pembangunan tempat rehabilitasi dan
pemberdayaan korban kekerasan,
peningkatan keterampilan pada
perempuan, penguatan kapasitas
perempuan dalam aktivitas ekonomi
produktif

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI   : TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA, MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN ( GERDEMA )

MISI  : MEWUJUDKAN SUPREMESI HUKUM DAN MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, SERTA EFESIEN GUNA
MENDUKUNG TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME ( KKN )

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
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3 Meningkatkan pelayanan bagi
perempuan korban kekerasan

1 Meningkatnya pelayanan yang
diberikan pada perempuan
korban kekerasan

1 Meningkatkan pemahaman
pemerintah aparat penegak
hukum, masyarakat dan dunia
usaha tentang pencegahan
dan penangan tindak
kekerasan terhadap
perempuan termasuk TPPO;
Meningkatkan kualitas
lembaga layanan termasuk
SDM yang melayani
perempuan korban
kekerasan, yang mencakup
layanan pengaduan,
rehabilitasi kesehatan,
rehabilitasi sosial.

1 Peningkatan pencegahan terjadinya
kekerasan terhadap perempuan
termasuk TPPO; dan Penguatan lembaga
penyedia layanan perlindungan korban
kekerasan dan perdagangan orang

4 Mengusahakan adanya
pelayanan peningkatan
kualitas keluarga

1 Tersedianya pelayanan
peningkatan kualitas keluarga

5 Mengusahakan agar semua
OPD memiliki data berbasis
gender

1 Tersedianya data berbasis
gender pada setiap OPD

6 Mengusahakan agar semua
OPD memiliki data berbasis
gender

1 Tersedianya data berbasis
gender pada setiap OPD

7 Meningkatkan pelayanan
PUHA

1 Meningkatnya pelaksanaan
PUHA

1 Meningkatkan pemahaman
dan komitmen pemerintah,
masyarakat, dunia usaha dan
media massa tentang
pemenuhan hak anak

1 Pemenuhan hak anak dengan fokus pada
percepatan pencapaian KLA

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
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8 Meningkatkan peran lembaga
perlidungan anak

1 Meningkatnya peran lembaga
perlindungan anak

1 Meningkatkan optimalnya
peran lembaga perlindungan
anak dengan fokus pada
pemahaman pemerintah
aparat penegak hukum,
masyarakat dan dunia usaha
tentang pencegahan dan
penangan tindak kekerasan
terhadap anak; Meningkatkan
kualitas lembaga layanan
perlindungan anak termasuk
SDM yang melayani anak
korban kekerasan dan  Anak
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus (AMPK)

1 Peningkatkan optimalnya peran lembaga
p[erlindungan anak dengan fokus pada
pemahaman pemerintah aparat penegak
hukum, masyarakat dan dunia usaha
tentang pencegahan dan penangan
tindak kekerasan terhadap anak;
Meningkatkan kualitas lembaga layanan
perlindungan anak termasuk SDM yang
melayani anak korban kekerasan dan
Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus (AMPK)

9 Meningkatkan ketersediaan
alokon yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat

1 Meningkatnya ketersediaan
alokon yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat

Meningkatkan ketersediaan
alokon yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat
melalui koordinasi dengan
BKKBN perwakilan provinsi,
pengajuan kebutuhan alokon
pada BKKBN perwakilan
provinsi, penggalakan KB
mandiri

Peningkatan ketersediaan alokon yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dengan fokus pengajuan kebutuhan
alokon pada BKKBN perwakilan provinsi
serta penggalakan KB mandiri

10 Meningkatkan optimalnya
pelaksanaan KB dan KS

1 Meningkatnya optimalnya
pelaksanaan KB dan KS

1 Meningkatkan optimalnya
pelaksanaan KB dan KS
melalui peningkatan skill
SDM KB dan KS,
pemberdayaan keluarga KS 1
dan pra KS, perbaikan sistem
kaderisasi kader KB dan KS,
koordinasi dengan lintas
sektor terkait

1 Peningkatan pengoptimalan pelaksanaan
KB dan KS melalui pemberdayaan
keluarga pra KS dan KS 1, pengoptimalan
pelaksanaan KB dan KS melalui perbaikan
sistem kadersasi kader KB-KS

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

11 Meningkatkan kemampuan
SDM aparatur dan optimalnya
sarana prasarana yang
tersedia

1 Meningkatnya kemampuan
SDM aparatur dan optimalnya
sarana dan prasarana aparatur

1 Meningkatkan kemapuan
SDM aparatur; optimalnya
sarana dan prasarana yang
diperlukan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional

2) Penyediaan alat tulis kantor

3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5) Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam

daerah

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja

SKPD

2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

c. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
1) Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

di Bidang Pengetahuan Dan Teknologi

2) Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan

di Bidang Politik Dan Jabatan Publik

d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak
1) Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan

2) PembentukanPengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) di 5 Kecamatan

3) Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang

Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
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4) Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan

Anak.

5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PUG

6) Rakor PUG

7) Pelatihan Tenaga Pendamping Terhadap Tindak kekerasan

Perempuan dan Anak

8) Pendampingan SKPD (15 SKPD) dalam Penyusunan Gender

Analys Pathway (GAP) Bagi Perencana (Pilot Proyek 15 SKPD)

dan Gender Budget Statement (GBS)

9) Implementasi RAD PUG

10) Pelatihan Tenaga Pendamping Terhadap Tindak kekerasan

11) Penyusunan Data Pilah Gender 10 SKPD

12) Forum Anak

13) Data Pilah PUG

14) Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan

15) Pembinaan dan Pendampingan Anak bermasalah dengan

Hukum.

16) Tindak kekerasan terhadap anak

17) Sosialisasi KLA Tingkat Kecamatan

18) Konsultasi Tingkat Pusat dan Propinsi serta Evaluasi antar

Lembaga Pemerhati anak di Kab. Malinau Bidang Perlindungan

Anak.

19) Workshop Forum Anak

20) Penyusunan Profil Anak

21) Penyusunan RAD Kota Layak Anak

22) Penyusunan Perbub RAD Kota Layak Anak

23) Pelatihan KHA bagi Tokoh Masyarakat, Ormas dan LSM

e. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
1) Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

2) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pedampingan

Korban KDRT

3) Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan

4) Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT
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5) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja

Perempuan

6) Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia Dan Cacat

7) Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera

(P2WKSS)

8) Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA)

9) Penanganan Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A)

10) Peningkatan Peran Serta Wanita menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (P2WKSS).

f. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
1) Pelatihan Kerajinan Tangan Berbahan Dasar Rotan, Plastik dan

Bambu.

2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

3) Pemberdayaan dan Pembinaan Lanjut Usia

4) Bantuan Usaha KUBE bagi Kepala Keluarga Miskin.

g. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya.
1) Peningkatan Kualitas SDM Petugas Pendamping PMKS.

2) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan PMKS

3) Peningkatan Kualitas SDM Pendamping PKH.

4) Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SRLT)

5) Pendampingan Pemberdayaan KAT

n. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1) Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba, Miras

dan zat Adiktif lainnya

2) Penanganan ekonomi masyarakat melalui pembinaan Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Pedesaan (UEP)

Bagi Keluarga Miskin

3) Pemberdayaan Lansia terlantar

4) Pelatihan keterampilan bagi lansia yang produktif
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5) Rehabilitasi orang gila, orang terlantar dan perdagangan orang

(Traficking).

6) Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS)

o. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1) Pendidikan dan Pelatihan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

(SLB)/ Pendidikan Formal

2) Pendidikan dan PelatihanBagi Penyandang Cacat

3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SLB

4) Peningkatan Kesejahteraan Bagi Orang dengan Kecacatan Berat

(ODKB).

5) Peningkatan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat

6) Peningkatan kwalitas SDM, TKSM, TKSK, PSM, Karang Taruna,

TAGANA, LK3 dan Organisasi Sosial lainnya.

p. Program Bantuan dan Jaminan Sosial
1) Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH).

2) Pelayanan penerimaan bantuan iuran jaminan KKS, KIS dan

KIP.

3) Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Usaha Bagi Keluarga PKH

4) Validasi dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial Kecamatan

5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKH

6) Penanggulangan dan Pelayanan Bagi Korban Bencana Sosial

7) Perlindungan dan Bantuan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan

Dasar

8) Peningkatan Profesionalisme Pelayanan dan PerlindunganSosial

9) Peningkatan Akses Perlindungan dan Jaminan Sosial Untuk

Kesejahteraan PMK

10) Fasilitasi dan Pengawasan Penyaluran Bantuan PKH

11) Pematangan Lahan Pembangunan Gedung Logistik.

s. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
1) Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Lansia Dalam Panti

Jompo

2) Peningkatan Operasional Saran dan Prasarana Panti Asuhan

1) Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Sosial sejak terbentuknya Dinas Tahun 2017 sampai 2021

adalah sebagai berikut :

No Indikator Satuan

Kondisi
Kinerja pada
awal periode

RPJMD

Tahun 0 Tahun
1

Tahun
2

Tahun
3

Tahun
4

Tahun
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

IPG indeks - 86,33 86,53 87,72 88,21 88,61
IDG indeks - 60,54 61,10 58,85 61,62 64,55

2 Rasio KDRT % 0,04% 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01

3
Penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindakan
kekerasan

per 1000
perempuan 100 100 100 100 100 100 100

4 Presentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintahan

indeks 8,08 11,83 15,58 19,33 23,08 26,83 26,83

INDIKATOR KINERJA  YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN  RPJMD
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

0,01

Tabel. T-C.28

1

Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi

Kinerja pada
akhir periode

RPJMD
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BAB VIII
P E N U T U P

7.1 Pedoman Transisi
Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial. Kabupaten Malinau Tahun

2016 s/d 2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga

kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen

perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016 s/d 2021

dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD

Kabupaten Malinau Tahun 2005 - 2025.

7.2 Kaidah Pelaksanaan
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021 yang perlu diatur sebagai

berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar

mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan

program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-

baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang

pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama

yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan

tahunan dalam kurun waktu lima Tahun. Untuk menjaga

konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan,

maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada

Renstra Perangkat Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah,
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maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra

secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat

nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan

Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Malinau, 27 September 2018Dinas Pemberdayaan PerempuanPerlindungan Anak dan SosialKepala Dinas

SOFYAN, S.Pd.,M.Si
Pembina TK.I / IVc

NIP. 19640109 199403 1 006



Tabel T-C. 27

Tujuan Sasaran Kode
Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,

Program, (outcome)
dan Kegiatan (output)

Perangk
at

Daerah
Penangg

ung-
jawab

Lokasi

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.20.
01.01

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran :

Jangka waktu
pelayanan
Administrasi
perkantoran yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi PD

70% 232,31 75% 154,00 80% 185,84 85% 100,00 90% 121,85 100% 128,94 100% 690,63 DP3AS
Kab.
Mal

Tersediannya
biaya pajak
kendaraan
dinas/ops

Terlaksananya
pembiayaan
pajak kendaraan
dinas

02.01.
01.06

Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ops

Jumlah kendaraan
yang terpelihara

 -  - 100% 4,000 100% 10,000 100% 6,000 100% 7,000 100% 7,000 100% 34,000

Tersedianya
penyediaan ATK

Terlaksananya
penyediaan ATK

02.01.
01.10

Penyediaan ATK Jumlah Bidang yang
menerima ATK  -  - 100% 50,000 100% 30,839 100% 20,000 100% 30,850 100% 31,94 100% 163,629

Tersedianya
barang cetakan
dan penggandaan

Terlaksananya
penyedian
barang cetakan
dan
penggandaan

02.01.
01.11

Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

Jumlah Bidang yang
mendapat pelayanan
cetakan dan
penggadaan

 -  - 100% 30,000 100% 35,000 100% 11,000 100% 10,000 100% 10,000 100% 96,000

Terwujudnya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi

Terlaksananya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi

02.01.
01.18

Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi

Jumlah Bidang yang
mengikuti RAKOR dan
Konsultasi  -  - 100% 70,000 100% 110,000 100% 63,000 100% 74,000 100% 80,000 100% 397,000

RENCANA  PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

KABUPATEN MALINAU

Data Capaian pada
Tahun Awal

Perencanaan (
2016 )

Tahun-1
( 2017 )

Tahun-2
( 2018 )

Tahun-3
( 2019 )

Tahun-4
( 2020 )

Tahun-5
( 2021 )

Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD



Tersedianya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja

Terlaksananya
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja

Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

Jangka waktu
pelayanan
Administrasi
perkantoran yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi PD

 -  -  -  -  -  - 85% 85,00 90% 88,15 100% 91,41 - 264,56

Terwujudnya
penyusunan
laporan kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
PD
(RKA,Renstra,Renj
a,LAKIP,LKPJ)

Terlaksananya
penyusunan
laporan kinerja
dan ikhtisar
realisasi kinerja
PD
(RKA,Renstra,Re
nja,LAKIP,LKPJ)

Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja PD
(RKA,Renstra,
Renja,Lakip,LKPJ)

Jumlah Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja PD
(RKA, Renstra, Renja,
Lakip, LKPJ)  -  -  -  -  -  - 80% 85,00 83% 88,15 85% 91,41 100% 264,56  DP3AS

Tersedianya
keserasian
kebijakan,
peningkatan
kualitas anak dan
perempuan

Terlaksananya
keserasian
kebijakan,
peningkatan
kualitas anak
dan perempuan

2,02.
01.15 Program Keserasian

Kebijakan,
Peningkatan
Kualitas Anak dan
Perempuan

Persentase kebijakan
pemberdayaan
perempuan dan anak
yang dihasilkan  -  -  -  -  -  - 80% 150,00 83% 155,55 85% 161,31 85% 466,86  DP3AS

Tersedianya
perumusan
kebijakan
peningkatan
kualitas hidup
perempuan di
bidang
pengetahuan dan
teknologi

Terlaksananya
perumusan
kebijakan
peningkatan
kualitas hidup
perempuan di
bidang
pengetahuan
dan teknologi

02. 01.
15.01

Perumusan
kebijakan
peningkatan
kualitas hidup
perempuan di
bidang
pengetahuan dan
teknologi

Tersedianya
perumusan kebijakan
peningkatan kualitas
hidup perempuan di
bidang pengetahuan
dan teknologi  -  -  -  -  -  - 78% 150,00 80% 100,00 85% 250,00  DP3AS

Tersedianya
Perumusan
kebijakan
peningkatan
peran dan posisi
perempuan di
bidang politik dan
jabatan publik

Terlaksananya
Perumusan
kebijakan
peningkatan
peran dan posisi
perempuan di
bidang politik
dan jabatan
publik

02. 01.
15.01

Perumusan
kebijakan
peningkatan peran
dan posisi
perempuan di
bidang politik dan
jabatan publik

Tersedianya
Perumusan kebijakan
peningkatan peran
dan posisi
perempuan di bidang
politik dan jabatan
publik

 -  -  -  -  -  -  -  - 83% 55,55 85%            161,31 85% 216,86  DP3AS



Tersedianya
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)

Terlaksananya
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)

2.02.
01.02

Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)

Persentase kualitas
kesejahteraan sosial

100% 69,00 100% 42,43 100% 170,00 100% 176,29 100% 182,81 100% 189,58 100% 761,11 DP3AS
Kab.
Mal

Terwujudnya
pembangunan
perumahan KAT

Terlaksananya
Pendampingan
KAT

02.01.
15.06

Pendampingan
pembangunan
sarana Perumahan
KAT (2016)

Terwujudnya
pembangunan
perumahan KAT  -  - 0% 24,43  -  -  -  -  -  -  -  - 0% 24,43

Terwujudnya
lokasi dan
pemetaan sosial
KAT

Terlaksananya
lokasi dan
pemetaan sosial
KAT

02.01.
15.06

Pemetaan lokasi
dan pemetaan
sosial KAT (sharing)

Terwujudnya lokasi
dan pemetaan sosial
KAT  -  - 100% 18,000  -  -  -  -  -  -  -  - 100% 18,000

Terwujudnya
pembangunan
perumahan KAT

Terlaksananya
pembangunan
perumahan KAT

02.01.
20.01

Pendampingan
pembangunan
sarana Perumahan
KAT

Terwujudnya
pembangunan
perumahan KAT  -  -  -  - 100% 20,00  -  -  -  -  -  - 100% 20,00

Terwujudnya
pembangunan
perumahan KAT

Terlaksananya
pendampingan
kegiatan KAT

02.01.
20.02

Pemberdayaan
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)

Terwujudnya
pembangunan
perumahan KAT  -  - 100% 150,00  -  -  -  -  -  - 100% 150,00

Tersedianya
Pembentukan
Sistem Layanan
dan Rujukan
Terpadu

Terlaksana nya
Pembentukan
Sistem Layanan
dan Rujukan
Terpadu

02.01.
20.03

Pembentukan
Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu

Tersedianya
Pembentukan Sistem
Layanan dan Rujukan
Terpadu  -  -  -  -  -  - 100% 76,29 100% 100% 76,29

Tersedianya
Pendampingan
Pemberdayaan
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)

Terlaksana nya
Pendampingan
pemberdayaan
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)

02.01.
20.04

Pendampingan
Pemberdayaan
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)

Tersedianya
Pemberdayaan
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)

 -  -  -  -  -  - 100% 100,00 100% 182,81 100% 189,58 100% 472,39



Tersedianya
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak

Terlaksananya
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutama
an Gender dan
Anak

2.02.
01.19 Program Penguatan

Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak

Persentase
pembinaan
organisasi
perempuan

63% 146,40 75,14% 276,70 88% 40,00 88,00% 100,00 89% 103,70 90% 107,54 90% 627,94  DP3AS

Terwujudnya
pembinaan dan
pendampingan
anak yang
bermasalah
dengan hukum

Terlaksananya
pembinaan dan
pendampingan
anak yang
bermasalah
dengan hukum

02.01.
19.05

Pembinaan dan
Pendampingan
Anak Bermasalah
dengan Hukum

Terwujudnya
pembinaan dan
pendampingan anak
yang bermasalah
dengan hukum  -  - 100% 31,70  -  - 100% 20,00 100% 20,74 100% 21,51 100% 93,95  DP3AS

Tertanganinya
anak korban
kekerasan

Terlaksananya
Pendampingan
anak korban
kekerasan

02.01.
19.06

Tindak Kekerasan
Terhadap Anak

Tertanganinya anak
korban kekerasan

 -  - 100% 60,00  -  - 100% 20,00 100% 20,74 100% 21,51 100% 122,25  DP3AS

Terwujudnya
Forum Anak
Tingkat
Kecamatan

Terlaksananya
Pembentukan
Forum Anak
Tingkat
Kecamatan

02.01.
19.07

Fasilitas
Pembentukan
Forum Anak Tingkat
Kecamatan

Terwujudnya Forum
Anak Tingkat
Kecamatan

 -  - 100% 60,00  -  - 100% 20,00 100% 20,74 100% 21,51 100% 122,25  DP3AS

Tersedianya
Operasional dan
Kader Terlatih
P2TP2A

Terwujudnya
Kader Terlatuh
P2TP2A

02.01.
19.08

Fasilitasi
Pengembangan
Pusat Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan
Anak (P2TP2A)

Jumlah Kader P2T[2A
yang terlatih

 -  - 100% 65,00 100% 20,00 100% 20,00 100% 20,74 100% 21,51 100% 147,25  DP3AS

Terkoordinasinya
Program Kerja
PUG

Terlaksananya
Konsultasi dan
Koordinasi

02.01.
19.09

Penguatan Pokja
PUG

Terkoordinasinya
Program Kerja PUG

 -  - 100% 60,00 100% 20,00 100% 20,00 100% 20,74 100% 21,51 100% 142,25  DP3AS



2.01.
01.25

Program
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)

Persentase kualitas
kesejahteraan sosial

0% 0% 100% 109,09 100% 20,00 100% 20,74 100% 21,51 100% 22,30 100% 193,64  DP3AS

Tersedianya
tenaga
kesejahteraan
sosial kecamatan

Terbinanya
tenaga
kesejahteraan
sosial
kecamatan

01.01.
25.02

Pembinaan Tenaga
Kesejahteraan
Sosial kecamatan
(TKSK) (Sharing)
(2016)

Tersedianya tenaga
kesejahteraan sosial
kecamatan

 -  - 100% 15,08  -  -  -  -  -  -  -  -  - 15,08

Tersedianya
Kursus
Ketrampilan Bagi
Penyandang cacat

Terampilnya
penyandang
cacat yang
sesuai dengan
keahliannya

01.01.
25.04

Kursus Ketrampilan
Penyandang cacat

Tersedianya Kursus
Ketrampilan Bagi
Penyandang cacat

 -  - 100% 94,01  -  -  -  -  -  -  -  -  - 94,01

Meningkatnya
kesejahteraan
PMKS

Terlaksananya
pelayanan dan
perlindungan
sosial PMKS

02.01.
21.01

Peningkatan
Kesejahteraan
PMKS

Meningkatnya
kesejahteraan PMKS

 -  -  -  - 100% 20,00  -  -  -  -  -  -  - 20,00

Tersedianya
peningkatan
kualitas SDM
petugas
pendamping
PMKS

Terlaksananya
peningkatan
kualitas SDM
petugas
pendamping
PMKS

Peningkatan
Kualitas SDM
petugas
pendamping PMKS

Jumlah petugas
pendamping PMKS

 -  -  -  -  -  - 100% 20,74 100% 21,51 100% 22,30 100% 64,55

2.02.
01.17 Program

Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak

Rasio kekerasan
terhadap anak

3% 272,57 - - 2% 20,00 0,00 20,74 0,02 21,51 0,02 22,30 100% 84,55  DP3AS

Tersedianya
Operasional
Rakon dan Musda

Terlaksananya
Rapat
Koordinasi dan
Musda

02.01.
17.03

Penyusunan sistem
perlindungan bagi
perempuan

Jumlah Operasional
Rakon dan Musda

 -  -  -  - 78% 20,00  -  -  -  -  -  - 78% 20,00  DP3AS



Tersedianya
Pelatihan bagi
pelatih (TOT) SDM
Pelayanan dan
Pendampingan
Korban KDRT

Terlaksananya
Pelatihan bagi
pelatih (TOT)
SDM Pelayanan
dan
Pendampingan
Korban KDRT

Pelatihan bagi
pelatih (TOT) SDM
Pelayanan dan
Pendampingan
Korban KDRT

Jumlah SDM
Pelayanan dan
Pendampingan
Korban KDRT

 -  -  -  -  -  - 0,00 20,74  -  -  -  - 0,00 20,74

Tersedianya
Peningkatan
Peran Wanita
menuju Keluarga
Sehat Sejahtera
(P2WKSS)

Terlaksananya
Peningkatan
Peran Wanita
menuju
Keluarga Sehat
Sejahtera
(P2WKSS)

Peningkatan Peran
Wanita menuju
Keluarga Sehat
Sejahtera (P2WKSS)

Jumlah Keluarga
Sehat Sejahtera

 -  -  -  -  -  -  -  - 0,02 21,51  -  - 0,02 21,51

Tersedianya
Penanganan Kasus
Pusat Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan
Anak (P2TP2A)

Terlaksanannya
Penanganan
Kasus Pusat
Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan
Anak (P2TP2A)

Penanganan Kasus
Pusat Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan
Anak (P2TP2A)

Jumlah kasus yang
ditangani

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22,30     1,00 22,30

Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial

100% 131,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  DP3AS

2.02.
01.18

Program
peningkatan peran
serta dan
kesetaraan gender
dalam
Pembangunan

Persentase
perempuan yang
aktif dalam
pembangunan

 -  - 100% 32,67 - - 100% 155,55 100% 161,31 100% 167,27 100% 516,80  DP3AS

Terikutinya Rakor Terkoordinasiny
a peningkatan
kegiatan
kesetaraan
gender

02.01
18.07

Konsultasi, Rakon
dan Musda

Jumlah Rakor yang
diikuti

 -  - 100% 32,67 100% - 100% 155,55  -  -  -  - 100% 188,22  DP3AS



Tersedianya
Pelatihan
kerajinan tangan
berbahan dasar
rotan, plastik dan
bambu

Terlaksananya
Pelatihan
kerajinan
tangan
berbahan dasar
rotan, plastik
dan bambu

02.01
18.07

Pelatihan kerajinan
tangan berbahan
dasar rotan, plastik
dan bambu

Jumlah Pelatihan
kerajinan tangan
berbahan dasar
rotan, plastik dan
bambu  -  -  -  -  -  -  -  - 100% 161,31 100% 167,27 100% 328,58  DP3AS

Tersedianya
Pembinaan para
penyandang cacat
dan trauma

Terlaksananya
Pembinaan para
penyandang
cacat dan
trauma

Program
Pembinaan para
penyandang cacat
dan trauma

Presentase Tingkat
Kesejahteraan Para
Penyandang cacat
dan taruna

100% 75,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  DP3AS

Tersedianya
Pembinaan Panti
asuhan/panti
jompo

Terlaksananya
Pembinaan
Panti
asuhan/panti
jompo

Program
Pembinaan Panti
Asuhan/ Panti
Jompo

Presentase Tingkat
Kesejahteraan Para
Penyandang cacat
dan taruna

100% 47,63  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  DP3AS

2.02
01.26

Program Bantuan
dan Jaminan Sosial Peningkatan Jaminan

Sosial
0% 0% 100% 553,31 100% 360,00 100% 250,00 100% 610,45 100% 301,46 100% 2.075,22  DP3AS

Tersedianya
Keluarga yang
Sejahtera

Terlaksananya
Program
Keluarga
Harapan

01.01.
26.03

Pemberdayaan
program keluarga
harapan
(PKH)(Sharing)(2016
)

Jumlah  Keluarga
Sejahtera yng
tersedia

 -  - 100% 69,49  -  -  -  -  -  -  -  - 69,49

Meningkatnya
kapasitas PNS

Terlaksannya
rapat-rapat
koordinasi,
konsultasi,
observasi,sosiali
sasi dan bimtek
bidang ketenaga
kerjaan

01.01.
26.04

Rapat-rapat
koordinasi
konsultasi,observasi
,sosialisasi dan
bimtek bidang
ketenaga kerjaan TA
2016

Jumlah kapasitas PNS

 -  - 100% 4,99  -  -  -  -  -  -  - 4,99

Penyaluran Tepat
Sasaran

Terlaksannya
Pengawasan
dan Fasilitas
Penyaluran
KIS,KID,KKS,PKH

01.01.
26.05

Pengawasan,
Fasilitasi dan
penyaluran
Banjamsos

Jumlah Penyaluran
Tepat Sasaran

 -  - 100% 151,88  -  -  -  -  -  -  - 151,88



Terpenuhinya
bantuan sosial
bagi kk miskin

Terlaksanya
pelayanan sosial
bagi kk miskin

01.01.
26.06

Pelayanan Keluarga
Miskin

Jumlah KK miskin
yang memperoleh
bantuan  -  - 100% 326,95  -  -  -  -  -  -  - 326,95

Meningkatkan
kesejahteraan
keluarga miskin

Terlaksanya
pelayanan
keluarga miskin

02.01.
22.01

Pelayanan Keluarga
Miskin

Jumlah kesejahteraan
keluarga miskin

 -  - 100% 20,00 100% 20,00

Terpenuhinya
pelayanan
keluarga miskin

Terlaksananya
pelayanan
keluarga miskin

02.01.
22.02

Pelayanan Keluarga
Harapan (PKH)

Jumlah pelayanan
keluarga miskin

 -  - 100% 340,00 100% 340,00

Tersedianya
Pelayanan
penerimaan
bantuan iuran
jaminan
KKS,KIS,dan KIP

Terlaksananya
Pelayanan
penerimaan
bantuan iuran
jaminan
KKS,KIS,dan KIP

Pelayanan
penerimaan
bantuan iuran
jaminan
KKS,KIS,dan KIP

Jumlah penerimaan
bantuan iuran
jaminan yang
terlayani  -  -  -  -  -  - 100% 160,45 100% 101,46 100% 261,91

Tersedianya
Pembinaan dan
Fasilitasi Bantuan
Usaha Bagi
Keluarga PKH

Terlaksananya
Pembinaan dan
Fasilitasi
Bantuan Usaha
Bagi Keluarga
PKH

Pembinaan dan
Fasilitasi Bantuan
Usaha Bagi Keluarga
PKH

Jumlah bantuan
usaha bagi keluarga
PKH yang
terlaksanaTersediany
a Pembinaan dan
Fasilitasi Bantuan
Usaha Bagi Keluarga
PKH

 -  -  -  -  -  - 100% 200,00 100% 150,00 100% 350,00

Tersedianya
Validasi dan
Verifikasi data
Data
Kesejahteraan
Sosial Kecamatan

Terlaksananya
Validasi dan
Verifikasi data
Data
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan

Validasi dan
Verifikasi Data
Kesejateraan Sosial
Kecamatan

Jumlah Validasi dan
Verifikasi Data
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan yang
tersedia

 -  -  -  -  -  - 100% 150,00 100% 150,00

Tersedianya
Penanggulangan
dan Pelayanan
Bagi Korban
Bencana Sosial

Terlaksananya
Penanggulangan
dan Pelayanan
Bagi Korban
Bencana Sosial

Penanggulangan
dan Pelayanan Bagi
Korban Bencana
Sosial

Jumlah korban
bencana sosial yang
terlayani

 -  -  -  -  -  - 100% 100,00 100% 20,00 100% 120,00



Tujuan Sasaran Kode
Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,

Program, (outcome)
dan Kegiatan (output)

Perangk
at

Daerah
Penangg

ung-
jawab

Lokasi

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tersedianya
Peningkatan Akses
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
untuk
Kesejahteraan
PMKS

Terlaksananya
Peningkatan
Akses
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial untuk
Kesejahteraan
PMKS

Peningkatan Akses
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
untuk
Kesejahteraan
PMKS

Jumlah yang
mendapat jaminan
sosial untuk
kesejahteraan PMKS

 -  -  -  -  -  - 100% 100,00 100% 30,00 100% 130,00

Tersedianya
Fasilitasi dan
Pengawasan
Penyaluran
Bantuan PKH

Terlaksannya
Fasilitasi dan
Pengawasan
Penyaluran
Bantuan PKH

02.01.
22.03

Fasilitasi dan
Pengawasan
Penyaluran Bantuan
PKH

Jumlah bantuan PKH
yang terlayani

 -  -  -  -  -  - 0,078% 100,00 100% 50,00 100% 150,00

Jumlah  -  - 1.168,20 100% 795,84 100% 1.058,32 100% 1.466,83 100% 1.192,12 100% 5.681,30

Data Capaian pada
Tahun Awal

Perencanaan (
2016 )

Tahun-1
( 2017 )

Tahun-2
( 2018 )

Tahun-3
( 2019 )

Tahun-4
( 2020 )

Tahun-5
( 2021 )

Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD

Malinau, 27 September  2018
Kepala Dinas

Sofyan, S.Pd.,M.Si
NIP. 19640109 199403 1 006
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